
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20'14 tentang
Pemerintahan Daerah 1Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang ...Undang NomoI' 23 Tahen 2{H4 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
'Negara -Republik Indonesia Nomor 5679};

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pet;nbentu~ J)a~-'daerah Tingkat II dalam Wilay$
D~r-ah--P.aerallTingkat I Bali, Nusa T~nggara.Barat dan
Nusa T-en~a Timur [Lembaran Negara RepubIik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Mengingat

Menimbang : a. bahwa dalarn rangka menunjang pelaksanaan tugas dan
wewenang Bupati Sumbawa/Wakil Bupati Sumbawa guna
menyelaraskan dan mengakselerasi program dan kegiatan
pembangunan daerah, baik secara internal perangkat
daerah maupun secata ekstemal kepada masyarakat guna
menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan, Bupati
Sumbawa .perlu didukung tenaga ahli yang memiliki
kompetensi .dankeablian pada bidang .tertentu;

h. ~wa llntu~ mel)j~ ~mpetcn$i ®P. k~aQ.ljan tenaga
ahli bupati, perlu diatur pedoman tentang tenaga ahli
f3u~ti S\lm~Wa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tenaga AhliBupati Sumbawa;

1. Pasal 18 ayat (6)Undang...Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

DENGAN RAHMAT TURAN YANG MAHA ESA
BUPATISUMBAWA,

TENAGA AHLI BUPATI SUMBAWA

\

PERATURANBUPATI SUMBAWA
NOMOR t(O TAHUN 2021

TENTANG

BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSATENGGARA BARAT
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Pasa14
Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam PasaI 3, Tenaga
Ahli sesuai dengan keahliannya mempunyai -tugas!

Tenaga.Ahli mernpunyai fungsi:

a pertimbangan;
b. saran; dan
c. rekomendas].

Pasa13

BABJI
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal2
(1) Bupati dapat mengangkat TenagaAhli sesuai kebutuhan.

(2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada d1 bawah dan
,bertanggung jawab-langsu-ng -kepada .Bupati.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

4. Perangkat Daerah ada lab nnsur .pemhantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 'Urusan Pemerintah yang menjadi
.kewenanganDaerah.' - -

5. Tenaga Ahli Bupati Sumbawa yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah
orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu dan Iatau kalangan
~demi~ Yang<Ut\lga~ -pntuk membantu <ian memberikan saran serta
pertimbangan .kepada aupatifWalul Bupati.

Pasall
1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
'Pemelintahan Daerah yangmemimpin pelassanaen urusan pemerintahan
yang .menjadi kewenangan daerah otonom.

BABI
KETENTUAN UMU:M

Menetapkan: PERATURAN BUPA'f1 ~rENTANG TENAGA AH-U BUPATI
SUMBAWA.

MEMUTUSKAN :

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Admin:istra& cPemerintahan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5601);

5. Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tabun 2017 tentang
Pembinaan. dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun '2017 Hornor-73', Tambahan Lerribaran
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6041);
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a. Warga ,Negara Indonesia;

'b..pendidikan formal;

c. @;li pacta bidang tertentu;

d. pengalaman dan/atau riwayat pekerjaan.

(2' Tenap. Ahli bukan Al'aratuT Sipil Negara,

(3) Tenaga Ahli dari perguruan tinggi dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara
setelah mendapat izin atasan langsung.

Pasal ?
{l) Pengangkatan Tenaga.Ahli dilaksanakan .dengan mempertimhangkan :

Pasel-¬ >>
(1) Pengangkatan Tenaga AhUditetapkandengan Keputusan Bupati.

(2) Masa tugas Tenaga Ahli se1ama 1 (satu) tahun anggaran, dan dapat
diperbaharui setiap tahun anggaran.

8agian Kesatu
Pengangkatan

BABIII
PENGANGKATAN DAN ·PEMBERHENTJAN

c. Q.,ap:~t menghadiri rnp~t-rapat y~g dipbnpin -dan atas perintah
Bupati/Wakil 8upati.

h. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat,
narasumber dan/ atau akademisi; dan

a. meminta datajinfonnasi dati Perangkat Daerah yang terkait langsung
dengan fungi dan tugasnya;

Pasa15
Dalam Ylltlgka pelaksanaan tugas -sebagaimana dimaksud -dalam Pasaf 4,
Tenaga Ahli mempunyai wewenang :

·a. memberikan pertimbangan, 'salan danfatau rekomendasi lrepada
Bupati/Wakil Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan Daerah;

b. rnemberikan pertimbangan, saran danj'atau rekomendasi mengenai hal
hal yang bersifat strategis yang perlu mendapat perhatian Bupati/Wakil
Bupati;dan

c. memberikan pertimbangan, saran danIa tau rekomendasi dalam rangka
mewujudkan Visi-MisiDaerah kepada Bupati/Wakil Bupati.
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{2} Pertimbangan, .saran danj'atau rekomendasi kepada Bupati/Wakil Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (.1), dapat dilakukan dalam bentuk
peesentasijpemaparan di hadapan Bupati/Wakil Bupati bet sama para
pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3l Dalam m~rnberikM pernmbangan, saran dahJatau teko:rnertdasi kepada
8upati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat [I], Tenaga AhU
mengedepankan independen, netral, objektif, transparan, efisien, akurat
dan akuntabel.

PasallO

(1) Tenaga Ahli dalam memberikan pertimbangan, saran dan./atau
rekomendasi kepada ;Bupati{Waldl Bupati harus disampaikan secara
tertulis. . .

BABIV
TATAKERJA

'Pasal'9-

Pemberhentian Tenaga AhJi sebagaimana .dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi
.sebelum berakhir masa tahun anggaran, Bupati dapat mengangkat Tenaga
Ahli pengganti sesuai kebutuhan dengan pertlmbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.

b. melanggar norma dan etika serta peraturan perundang-undangan
dan/atau ditetapkan sebagai tersangka;

c. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas berdasarkan
penilaian kinerja; darr/atau

d. tidak lagi mendapat izin atasan langsung bagi Tenaga Ahli yang berasal
dari Aparatur Sipil Nega.ra sebagaimana dimaksud 'dalam Pasal 7 ayat
.~' ... - .

(2J Tenaga Ahli diberhentikan apabila:

a. mengundurium ~;

b. meninggal dunia.

a. masa tugas berakhir; atau

(I) Tenaga Ahli berhenti apabila :
Pasal8

Bagian Kedua
Pemberhentian
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BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWATAHUN 2021 NOMOR i.e,

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal \9 ~U\\}i ~~
SEKRETARlS DAERAHKABUPATEN SUMBAW~

HAS~

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal \8 $U1\ I-OA

~UPAZZ::WA' t
- ,

. ~~MtJl) ABOUL1.AH

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati i:nidengan penempatannyadaiamBerita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Pasal14
Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

l3~.tx;
KETENTUAN PENUTUP

Pasal13
Segala 'biaya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas Tenaga Ahli
.dibebankan .pada Anggaran Pendapatan .dan BelanJaDaerah.

BABVll
PEMBIAYAAN

(2) l..aporan -sebagaimaaa ,dimaksud pada ayat fl)·dibuat secara tertulis-dan
disampaikan kepada Bupati.

Pasal12
(1) Tenaga Ahli membuat laporan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali

dalam masatugasdanJatau sewaktu-waktu sesuaikebutuhan.

BABVI
PELAPORAN

Pasal.ll
Kinetja Tenaga Ahli dinilai oleh BupatijWakil Bupati secara berkalaeetiap
bulan.

BABV
PENlLAIAN KINERJA

• • >


